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ABSTRAK 
 

OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH 

NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM 

CRYPTOCURRENCY 

 

Oleh : 

Nur Halimah 

NPM :2002021017 

 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah forum atau badan di tingkat 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang bertugas menghimpun, 

membahas, dan memecahkan masalah-masalah keagamaan aktual dan tematik 

(waqi'iyyah dan maudhu'iyyah) untuk memberikan kepastian dan panduan hukum 

kepada masyarakat luas berdasarkan sumber-sumber agama. LBM PWNU 

melakukan kajian fikih berjamaah untuk menghasilkan fatwa dan rekomendasi 

yang relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman. Otoritas tertinggi yang 

mengesahkan keputusan hasil Bahtsul Masail adalah Otoritas Syuriyah di tingkat 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sesuai dengan Peraturan Perkumpulan 

(Perkum) Nomor 7 Tahun 2024. Lembaga Bahtsul Masail (LBM NU) sendiri 

bertugas mengkaji dan membahas masalah keagamaan untuk kemudian hasilnya 

diserahkan kepada Syuriyah untuk ditetapkan menjadi keputusan keagamaan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Otoritas Pada 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency. Jenis penelitian ini menggungakan 

(library research) atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekuder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, yaitu proses 

membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, 

artikel, jurnal, dll). 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency 

menjadikannya sebagai rujukan hukum untuk wilayah Yogyakarta saja dan umumnya 

dihormati oleh warga Nahdiyin di sana. Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta dijadikannya hukmul ḥakim, maka harus melalui 

proses tashiḥ (verifikasi) dan takrir (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu 

isu terkait cryptocurrency, kekuatan keputusan mereka akan semakin kuat jika disahkan 

oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat. Dari pernyataan ini Otoritas Keagamaan 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta 

Tentang Hukum Cryptocurrency bisa dijadikannya rujukan hukum oleh warga Nahdiyin 

di wilayah Yogyakarta apabila sudah di setujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) secara keseuruhan. 

 

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, LBM-PWNU, Hukum Cryptocurrency 
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MOTTO 

هَا أيَُّ َٰٓ ييَ  يَ  واْ  َ   َ واَ نُ واْ   ٱلَّ ذِ  نُ نُ َٰٓ
ٱَ نُم َ أأۡ   َ َ  نُم أاَأۡ بَ  ذِ ذِ  بَيأۡ َٰٓ  بذِ ٱأۡ َ  ةً  َ  نُ يَ  أيَ  ذِ لَّ مأۡ   َ َ واضٖ  عَي  ذَِ    امِّ  نُ

واْ  َ َ   مأۡ   َ  أۡ نُ نُ َٰٓ َ   ذِيلَّ  أَ ننَُ  نُ مأۡ  َ ايَ   ٱلَّ  ٢٩  َ حذِياٗا بذِ نُ
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas 

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' · 

Ayat 29) 

 

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok, 

dan akhirnya tanggungjawab yang seharusnya bisa selesai tepat waktu  

harus tertunda” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya sistem digitalisasi di era modern saat ini membawa 

banyak perubahan bagi kehidupan dalam bermasyarakat seperti kegiatan 

dalam bermuamalah serta ilmu pengetahuan kian bertambah dan kian meluas 

sehingga ditemukannya mata uang baru yang sudah beredar seperti debit, 

smart card dan e-cash hingga yang tengah hangat digunakan saat ini yaitu 

cryptocurrency atau mata uang digital.
1
 

Peristiwa hukum semakin bertambah dan banyak mengalami 

problematika dari zaman ke zaman yang mana tidak diketahui hukumnya 

dalam nash Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga para ulama diharuskan untuk 

mengkaji serta berijtihad dalam menemukan hukum dari problematika baru 

yang ada termasuk problematika dalam aspek ekonomi. Di Indonesia 

cryptocurrency mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pro dan 

kontra dari sisi regulasi dan legalitasnya terhadap hukum cryptocurrency.
2
 

Merujuk pada fenomena di atas, dalam tradisi keilmuan Islam, 

persoalan hukum kontemporer biasanya dianalisis oleh lembaga Bahtsul 

Masail, yakni forum musyawarah para ulama yang menjadi ciri khas 

Nahdlatul Ulama (NU). Bahtsul Masail memiliki peran penting dalam 

                                                           
1
 Hardian Satria Jati Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah” Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam 6, No. 2 (Juli 2021): 

hlm.138. 
2
 Syahidah Rahmah Miftahul Jannah, “Identitas Cryptocurrency : Halal dan Haram,” Ar-

Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, vol.4 (Oktober 2021): No.2. 



2 
 

 
 

merespons perkembangan zaman dan memberikan fatwa hukum yang 

bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas, serta pandangan para ulama. 

Oleh karena itu, Lembaga Bahtsul Masail  Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) Yogyakarta sebagai salah satu otoritas keagamaan memiliki 

kewenangan untuk membahas dan menentukan status hukum penggunaan 

cryptocurrency dalam perspektif fiqh. Hasil keputusan Bahtsul Masail tidak 

hanya menjadi rujukan bagi warga NU, tetapi juga dapat memengaruhi pola 

pikir masyarakat Muslim secara luas dalam menentukan sikap terhadap 

fenomena cryptocurrency. Penetapan hukum tersebut mempertimbangkan 

aspek gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), dan riba, yang sering 

dikaitkan dengan praktik cryptocurrency. Dengan demikian, penelitian 

mengenai Otoritas Lembaga Bahtsul Masail  Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum Cryptocurrency 

menjadi penting, karena dapat memberikan gambaran bagaimana ulama NU 

memposisikan diri dalam menghadapi isu ekonomi modern yang sarat dengan 

problematika hukum Islam.
3
 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) merupakan salah satu lembaga penting 

dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki peran sentral 

dalam menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan aktual yang 

muncul di tengah masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai forum 

musyawarah para ulama, kiai, dan cendekiawan muslim NU untuk membahas, 

mengkaji, dan memutuskan berbagai masalah keagamaan, sosial, ekonomi, 

                                                           
3
 Neng Yupi Amalia, “Otoritas Organisasi PWNU Jabar Dalam Membentuk Strategi 

Dakwah Di Internet,” Al-I’lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.7, No. 2 (Maret 

2024): hlm.12. 
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maupun budaya dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam 

seperti Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas, serta kaidah fiqhiyyah dan 

pendapat para ulama mu’tabar. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga 

Bahtsul Masail memiliki Otoritas Keagamaan yang kuat di kalangan warga 

Nahdliyin. Otoritas ini tidak hanya bersumber dari keilmuan dan kredibilitas 

para ulama yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dari mekanisme kolektif 

(musyawarah jama’i) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

hukum. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan oleh Bahtsul 

Masail memiliki legitimasi keilmuan dan sosial yang tinggi, karena melalui 

proses diskusi dan ijtihad jama’i berdasarkan metodologi fiqh Ahlussunnah 

wal Jama’ah. Di tengah perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan 

teknologi dan perubahan sosial yang cepat, berbagai persoalan baru terus 

bermunculan, seperti dalam bidang ekonomi digital, kesehatan, dan politik. 

Hal ini menuntut Lembaga Bahtsul Masail untuk memperkuat peran dan 

otoritasnya dalam memberikan panduan hukum Islam yang relevan dengan 

konteks kekinian, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Otoritas 

Bahtsul Masail menjadi sangat penting agar umat Islam, khususnya warga 

NU, memiliki pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan syar’i dalam menghadapi problematika kontemporer tersebut. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai otoritas Bahtsul Masail 

menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks 

bagaimana lembaga ini mempertahankan legitimasi keagamaannya, 

menerapkan metode istinbath hukum, serta menyesuaikan fatwanya terhadap 



4 
 

 
 

perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor manhaj Ahlussunnah wal 

Jama’ah. 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Yogyakarta memberi putusan bahwa hukum menggunakan cryptocurrency 

diperbolehkan. Hasil rumusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) Yogyakarta yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 

21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang di hadiri oleh Ketua 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Yogyakarta KH. Fajar Abdul Basyir menyimpulkan bahwa diperbolehkannya 

penggunaan cryptocurrency ini karena telah memenuhi syarat sebagai alat 

tukar maupun komoditas serta memiliki manfaat yang dapat diterima dan bisa 

diakses jenis sifatnya oleh kedua belah pihak. Ekonomi bagian dari hukum 

islam yang bersifat dinamis Dimana perkembangan teknologi digital membawa 

perubahan alat transaksi, bentu komoditas maupun pola transaksi.
4
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti 

terkait Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana Otoritas Pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency? 

                                                           
4
 republika.co.id, “Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” 

republika.co.id (blog), 22 November 2021, 

https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-

bolehkan-kripto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Otoritas Pada Lembaga Bahtsul 

Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang 

Hukum Cryptocurrency. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

mempunyai manfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah 

wawasan baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat yang 

diharapkan yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dasar bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, dan 

juga dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan 

konteks mata uang virtual dan cryptocurrency. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru 

mengenai Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum 

Cryptocurrency. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi referensi 

penelitian ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti 

sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan peneliti tentang Otoritas Lembaga Bahtsul Masail 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang 

Hukum Cryptocurrency. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data 

yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran pustaka akan 

ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh 

gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti 

terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian  penulis adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Brilliant Eltamin Alderi 

meneliti tentang “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat 

Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah”.
5
 Dalam penelitian tersebut 

membahas mengenai Bagaimana Tanggapan Dan Otoritas MUI, Majelis 

Tarjih Muhamadiyyah Dan Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Aliran 

Syi’ah Dan Amandiyyah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama 

membahas tentang otoritas. Namun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu 

                                                           
5

 Brilliant Eltamin Alderi, “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat 

Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2017). 
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membahas tentang “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat 

Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah” sedangkan penelitian 

sekarang membahas tentang “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum 

Cryptocurrency”. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arnis Rachmadhani meneliti 

tentang “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media 

Sosial”.
6

 Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana 

pergeseran otoritas sumber keagamaan dari era analog ke digital, bagaimana 

peta otoritas sumber keagamaan tradisional di rembang pada era disrupsi, dan 

bagaimana strategi otoritas sumber keagamaan tradisional di era media baru. 

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama mmbahas 

tentang otoritas. Namun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas 

tentang “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media 

Sosial” sedangkan penelitian sekarang membahas tentang “Otoritas Lembaga 

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta 

Tentang Hukum Cryptocurrency”. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khotim Muzakka 

meneliti tentang “Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia”.
7
 

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas otoritas. 

Namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang “Otoritas 

                                                           
6
 Arnis Rachmadhani, “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di 

Media Sosial,” Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat Vol.5, No. 2 (Desember 

2021). 
7
 Ahmad Khotim Muzakka, “Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia,” 

Epistemé Vol.13, No. 1 (Juni 2018): Hlm.64-69. 
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Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia” sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency”. 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

KONSEP DAN TEORI TENTANG OTORITAS ULAMA 

 

A. Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia 

Fatwa adalah peraturan agama yang dikeluarkan oleh ulama Islam 

tentang hal-hal khusus yang berkaitan dengan hukum Islam, etika, dan praktik. 

Semakin maju ilmu teknologi semakin kompleks pula masalah-masalah pada 

bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Maka dari itu dibutuhkan adanya 

pemahaman mendalam terkait ajaran agama khususnya dibidang hukum islam. 

Menurut pandangan ulama ushul fiqih, fatwa ialah pemikiran yang 

dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas persoalan-persoalan yang 

diutarakan oleh mustafti terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat.  Fatwa 

dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak 

mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok 

masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa 

tidak memiliki daya ikat.
1
 

Dari beberapa Lembaga fatwa keagamaan yang kerap mengeluarkan 

fatwanya dan merespon besar dari kalangan Masyarakat seperti isu-isu 

kontemporer ialah Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Majlis 

Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU (Nahdlatul 

Ulama). Lembaga-lembaga inilah yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa 

                                                           
1
M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin Vol. VI, No. IV (Januari-Juni 2010). 
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(al-Ijāzat li alIftā). Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Lembaga 

keagamaan ini berbentuk fatwa yang bersifat dīwāni atau ahkām taklīfiyyat, 

ditetapkan dalam Muktamar, Munas, sidang khusus, atau yang sejenis.
2
  

Ada dua bentuk fatwa yang berkembang pada saat ini yaitu fatwa yang 

bersifat metodologis dan fatwa yang bersifat tematik. Fatwa yang bersifat 

metodologis ialah perumusan suatu metode penggalian hukum islam dengan 

menggunakan kitab al-Risalah-nya. Dalam kitab ini imam syafi’I merumuskan 

metode penggalian hukum dalam islam cukup jelas. Fatwa metodologis biasa 

dikonsumsi oleh kalangan ulama yang masih dalam bentuk “bahan mentah” 

dan harus diracik ulang. Fatwa yang bersifat tematik biasanya digunakan 

untuk merespon permasalahan-permasalah yang dihadapi oleh umat islam.
3
 

Status penjelas hukum tentu dibutuhkan penggalian sumber hukum secara 

akurat dan tepat dari sumber-sumber hukum Syariah. Sumber hukum ditelaah 

berdasarkan dalil-dalil Syariah yang menjadi dasar dalam berijtihad. Oleh 

karenanya seorang mufti diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang sedang 

berjihad dengan segala kemampuannya untuk menelaah hukum dari sumber 

hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits.
4
 

Fatwa menjadi salah satu institusi dalam hukum Islam untuk 

memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. 

                                                           
2
 Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga 

Fatwa Di Indonesia,” Adil : Jurnal Hukum Vol.3, No.1: hlm 47. 
3
 Muhammad Farhan Abdullah Nurul Adliyah, “Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu 

Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan,” Maddika : Journal Of 

Islamic Family Law Vol.2, No.1 (Juli 2021): hlm 4. 
4
 Imaro Sidqi Dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,” Nizham 

Vol.8, No.01 (Januari-Juni 2020). 
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Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di 

dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan 

masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (al-Fatwa fi 

Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa dalam 

konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid. Kedudukan fatwa 

dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu 

perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah.
5
 

Berikut ialah beberapa fatwa keagaaman yang ada di Indonesia yaitu: 

1. Majelis Ulama Indonesia 

Majelis ulama indonesia atau biasa disebut MUI adalah Wadah 

Musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia 

untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh 

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 

Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. 

Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia 

tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh 

tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik 

baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga 

kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang 

maju, dan berakhlak mulia. Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai 

ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah 

Ilahiyah dan pelanjut missi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. 

                                                           
5
 Ibnu Elmi A.S. Pelu, “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam,” El-Mashlahah 

Journal Vol.9, No. 2 (2019): hlm.168. 
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Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk 

memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan 

kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta 

berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan 

pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah 

Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis 

Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan 

negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.
6
 

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para 

ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah 

air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 

Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan 

unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, 

Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, 

DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, 

Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 

orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari 

musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk 

membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan 

cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya 

MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 

kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.  

                                                           
6

 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi 

Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018). hlm.4. 
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Dalam perjalannya selama dua puluh lima tahun MUI berusaha 

untuk: 

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia 

dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 

diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; 

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 

kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-

umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 

serta; 

c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 

penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 

mensukseskan pembangunan nasional; 

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 

Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan 

tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 

mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
7
 

2. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul ulama (NU) yang berdiri sejak pada tanggal 31 Januari 

1926 dengan waktu yang tidak terbatas kini menjadi organisasi 

kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Posisi NU dalam lingkup 

warga jami‟iyyah yang bermukim di daerah pedesaan Jawa dan Madura 

                                                           
7

 “Sejarah MUI,” mirror.mui.or.id (blog), diakses 14 Agustus 2024, 

https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/.  
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seringkali menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam 

wacana pemikiran islam di Indonesia. Meskipun demikian, NU sebagai 

organisasi keagamaan dalam naungan kepemimpinan kyai dan para ulama 

selalu mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang dilapisan 

masyarakat dengan mengintegralisasikan tradisi masyarakat tanpa 

mengurangi eksistensi nilai-nilai pokok Islam.  

Berdirinya Nahdlatul Ulama adalah sebagai bentuk penerus estafet 

perjuangan para Walisongo sebagai penyebar agama islam di Pulau Jawa, 

ajaran keislaman yang dibawa oleh Walisongo ini selaras dengan irama 

Ahlussunnah Wal Jamaah yang kemudian ajarannya dilestarikan oleh 

generasi selanjutnya, serta amalan dari berbagai umat islam di Nusantara 

khususnya Pulau Jawa, dengan beraliran Sunni ber-Madzhab Syafi‘I 

dalam masalah kajian bidang fiqh, dan Abu Hasan Al-Asy‘ari dalam 

kajian teologi atau tasawufnya.  

Dalam bentuk awal NU berdiri hanya berjuang dalam kepentingan 

keagamaan tradisionalis yang dianut oleh lapisan masyarakat. Tujuan 

didirikannya NU berdasarkan Anggaran Dasar NU yang pertama, NU 

berdiri untuk memegang dan menegakkan salah satu dari empat madzhab 

yang mengerjakan sesuatu yang menjadi kemsalahatan bangsa.
8
 

Dalam Nahdlatul Ulama, terdapat bagian khusus untuk mengurusi 

masalah ijtihad hukum islam yakni Lajnah Bahtsul Masail. Sistem 

pengambilan keputusan pertama dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

                                                           
8
 Fatkhul Mubin, “Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia,”. 
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(BMNU) diputuskan dalam Munas (Musyawarah Nasional) alim Ulama 

NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992. Bahstul masail 

merupakan forum resmi Nahdlatul Ulama dalam menemukan keputusan 

hukum berbagai problematika kegamaan dalam lapisan masyarakat 

terutama terkait masalah dalam bidang fiqh. Melalui forum Bahtsul 

Masail, Para Ulama NU bertindak aktif mengadakan pembahasan terkait 

problematika yang muncul dan berusaha optimal untuk memecahkan 

masalah yang ada. Hal ini disebabkan problematika dalam kehidupan 

masyarakat tiada hentinya bermunculan sebagai akibat perkembangan 

zaman yang sangat cepat lajunya.
9
 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), adalah 

lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-

keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. 

Imam Ghazali Said, tema yang diangkat LBM dominan pada tema sosial. 

Namun Ada juga yang mengangkat tema lingkungan. Bahtsul Masail NU 

merupakan ajang intelektualitas secara kolosal yang cukup responsive 

sekaligus problematic. Responsive, karena senatiasa tanggap terhadap 

problematika actual-faktual. Problematic, karena kerap kali menggunakan 

metode ilhaq al-masail binadhairiha; menyamakan permasalahan dengan 

suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik 

yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat 

yang sudah jadi. Metode ini biasa dioperasikan jikalau tidak ditemukan 

                                                           
9
 Deden Kurniawan Adine Alimah Maheswari, “Method of Determination of Law in 

Bahtsul Masail,” Jurnal Scientia Indonesia Vol.7, No.1 (2021): hlm 62-64. 
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jawaban tekstual eksplisit dalam kitab- kitab yang biasa dijadikan referensi 

untuk menjawab permasalahan-perma- salahan, metode ilhaq ini telah 

lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit 

karena belum ada penyematan nama formal sebagai "metode ilhaq".
10

 

Otoritas ini sejalan dengan khittah NU sebagai jam’iyyah diniyyah 

ijtimaiyyah yang menjunjung metodologi Ahlus Sunnah wal Jama’ah 

(Aswaja) an-Nahdliyah, terutama merujuk pada mazhab empat (Hanafi, 

Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali). Beberpa Otoritas Lembaga Bahtsul Masail 

PWNU yaitu sebagai berikut: 

a. Membahas dan menetapkan hukum Islam dalam masalah aktual. 

b. Menerapkan metodologi fikih khas NU (Ahlussunnah wal Jama‘ah). 

c. Menjadi rujukan keagamaan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. 

d. Mengkoordinasikan kegiatan bahtsul masail se-provinsi. 

Mewakili NU dalam isu hukum keagamaan tingkat wilayah.
11

 

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah 

Majlis Tarjih berdiri pada tahun 1927. Berdirinya Lembaga ini 

didasari atas dasar semakin berkembangnya Muhammadiyah secara 

organisasi yang berimplikasi pada banyaknya anggota. Peningkatan 

jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham 

mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan 

dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta 

                                                           
10

 Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah, “Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu 

Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan,” Maddika : Journal Of 

Islamic Family Law Vol.2, No.1 (Juli 2021): hlm 3. 
11

 Ibid, hlm.3 
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menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka 

para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang 

memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan konggres ke 16 

di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majlis Tarjih 

Muhammadiyah. Pada tahun 1995 dalam perjalanan Majlis Tarjih 

mengalami perubahan nama menjadi Majlis Tarjih dan Pengembangan 

Pemikiran Islam (Tadjid). Perubahan nama secara tidak langsung 

memberikan ruang yang lebih besar kepada Lembaga ini untuk melakukan 

kajian tentang Islam. Tidak hanya membahas persoalan fiqhiyyah saja 

akan tetapi membahas persoalan diluar fiqih. Namun rifyal ka’bah justru 

menilai sebaliknya, penambahan nama pada Majlis Tarjih ini 

menunjukkan penyempitan bidang tarjih yang awalnya menarik diri dalam 

bidang hukum Islam. Kondisi ini menurutnya sangat mungkin disebabkan 

oleh semakin langkanya ulama-ulama di kalangan Muhammadiyah yang 

mampu melakukan “tarjih”.
12

 

Majlis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam 

Muhammadiyah, karena selain berfungsi sebagai pembantu Pimpinan 

Muhammadiyah, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan 

keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada 

umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Adapun tugas-tugas 

Majlis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majlis Tarjih 1961 

                                                           
12

 Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga 

Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail),” De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol.5, No.1 

(Juni 2013): hlm 69. 
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dan diperbaharuhi lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammdiyah No. 

08/SKPP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah: 

a.  Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka 

pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat; 

b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan 

Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan 

kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan 

keluarga Muhammadiyah; 

c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam 

membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam; 

d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan 

meningkatkan kualitas ulama; 

e. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke 

arah yang lebih maslahat.
13

 

 

B. Otoritas Kagamaan Islam di Indonesia 

Dalam ranah sosiologi klasik, pembahasan tentang otoritas (authority) 

kerap merujuk pada pemikiran Max Weber. Menurut Weber, otoritas adalah 

sesuatau yang bersifat legitimate yang bahkan sering diindentifikasi dengan 

konsep power yang kemudian mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. 

Konsep otoritas merupakan bagian dari karakteristik yang menandai sebuh 

hubungan antara dua pihak atau lebih. Hubungan antara sekelompok orang 
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dengan otoritas biasanya bersifat voluntary dan otentik. Artinya tidak ada 

paksaan untuk mengikuti otoritas tertentu. Pada uangkapan ini, Weber 

berkeyakinan bahwa salah satu cara memahami konsep otoritas adalah dengan 

mengidentifikasi adanya kepatuhan tertentu kepada sosok yang dipandang 

lebih berpengaruh. Secara praktif, Weber membagi otoritas kedalam tiga 

bentuk yaitu otoritas tradisional, otoritas legal birokratis, dan kharismatik. 

Dalam tiga kategori ini otoritas keagamman jenis otoritas yang dimiliki oleh 

tokoh atau institusi keagamaan yang dikategorikan sebagai otoritas yang 

bersifat kharismatik. Konsep otoritas keagamaan dalam islam juga 

dikemukakan oleh Bruce Lawrence, menurutnya, otoritas dalam islam dapat 

dikategorikan dalam otoritas yang bersifat scriptural, charismatik, dan 

juridical. Otoritas scriptural adalah ortoritas yang mengacu pada Al Qur’an 

sebagai teks ajaran islam sedangkan charismatik ditopang pada sifat karakter 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Otoritas semacam ini sering dikaitkan 

dengan perkataan atau tindakan yang dikenal dengan Hadist Atau Sunnah. 

Otoritas juridical (otoritas yuridis) ialah jenis otoritas yang cenderung 

memandang islam sebagai sistem hukum. Berbeda dengan dua yang pertama, 

otoritas juridical (otoritas yuridis) lebih merupakan produk pemikiran sebagai 

rangkaian ketentuan hukum yang didasarkan pada teks-teks utama islam.
14

 

Otoritas Juridical (otoritas yuridis) merujuk pada kewenangan yang 

dimiliki suatu lembaga atau individu berdasarkan hukum yang berlaku untuk 

membuat, menafsirkan, atau menegakkan norma hukum. Dalam konteks 

                                                           
14

 Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan,” Walisongo Vol. 20, No. 1 (Mei 2012): Hlm 

26-27. 



20 
 

 
 

kelembagaan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), otoritas 

yuridis menunjukkan sejauh mana keputusan atau fatwanya memiliki kekuatan 

hukum di mata negara dan masyarakat. Secara umum Otoritas yuridis adalah 

kekuasaan atau kewenangan yang diakui secara hukum untuk mengambil 

keputusan, menetapkan aturan, atau memberikan penilaian yang mempunyai 

akibat hukum. Dalam istilah lain, otoritas yuridis kewenangan formal 

berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk melakukan 

tindakan tertentu. Otoritas Yuridis Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan 

lembaga negara, tetapi lembaga non-pemerintah yang memiliki legitimasi 

moral dan sosial. Oleh karena itu, otoritas yuridis MUI bersifat terbatas dan 

tidak mengikat secara hukum positif, kecuali jika Fatwanya diadopsi oleh 

pemerintah menjadi dasar kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan 

ditetapkan melalui kerja sama hukum, misalnya dalam penetapan fatwa halal 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, otoritas yuridis MUI menjadi formal 

dan memiliki kekuatan hukum karena diakui oleh negara.
15

  

 

C. Cryptocurrency Sebagai Permasalahan Fiqih Keuangan Kontemporer 

Secara umum, sudah banyak kajian yang sudah dilakukan oleh para 

ulama dan para ulama cendekiawan tentang cryptocurrency ini khususnya 

bitcoin, karena bitcoin ini lah timbulnya cikal bakal istilah dari cryptocurrency 

yang tersebar diseluruh dunia. Cryptocurrency terkadang memiliki nilai harga 
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yang tidak stabil, dalam arti harga cryptocurrency bisa naik dan bisa turun 

sesuai dengan trending sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur gharar 

atau unsur ketidakjelasan yang membuat cryptocurrency itu haram. Gharar 

secara luas dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya 

mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan serta perjudian  sehingga 

dilarang dalam syariat Islam.
16

 

Beberapa ulama mengeluarkan pendapat bahwa cryptocurrency bukan 

termasuk maal, tidak memiliki nilai intrinsik, fungsi serta nilainya yang 

cendrung fluktuatif dan tidak memiliki kestabilan. Pendapat ini bahwa 

cryptocurrency tidak memiliki keberadaan yang nyata, termasuk gharar (tidak 

pasti), dan tidak tergolong sebagai komoditas karena nilainya yang tidak jelas. 

Salah satu pihak yang mengeluarkan pernyataan ini adalah Majelis Ulama 

Indonesia. Alasan lain dilarangnya cryptocurrency digunakan dalam transaksi 

karena dianggap bukan termasuk alat pembayaran yang sah karena tidak 

adanya penerbit pusat serta kerap digunakan untuk tujuan illegal.
17

 

Legalitasnya sebagai mata uang cryptocurrency ini bertentangan 

dengan UU No.7 Tahun 2011. Dalam Undang-undang ini mewajibkan 

penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan 

pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan 
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uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
18

 

Menurut syariat islam nilai yang terkandung dalam cryptocurrency 

memiliki sifat yang fluktuatif seperti halnya perjudian sebagaimana dilarang 

dalam Q.S. Al. Maidah (5): 90 yang bunyinya: 

هَا أيَُّ َٰٓ ييَ  يَ  واْ   ٱلَّ ذِ اَا َ واَ نُ َٰٓ َ اأۡ نُ   ذِ لَّ اَيأۡ ذِ نُ   ٱأۡ َ نَاانُ  َ  ٱأۡ منُ  َ  ٱأۡ
ٱَ  َ أۡ يأۡ   ذِ أۡ سٞ  َ  ٱأۡ  عَاَ ذِ  امِّ

يذِ 
  َ يأۡ َ  ذِبنُ ونُ   ٱللَّ مأۡ  َ   أۡ  ٩٠   نُنأۡ ذِحنُ يَ  ٱََ  لَّ نُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 

anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. 

Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” 

 

Cryptocurrency selain memiliki sifat perjudian, cryptocurrency juga 

memiliki sifat gharar atau ketidak jelasan. Sebab cryptocurrency adalah 

hanyalah angka-angka tanpa adanya aset yang menjamin atau tanpa 

underlying asset. Ditinjau dari syariat islam cryptocurrency bersifat gharar 

sehingga dilarang dalam hukum islam.
19

 Seperti pada hadist yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: 

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa ia] berkata: “Rasulullah saw 

melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar (spekulasi)” (HR. 

Muslim). 

D. Sejarah Cryptocurrency 

Semakin berkembangnya teknologi di era 4.0 ini, kebutuhan hidup 

manusia pun kian berkembang dan mengalami banyak perubahan salah 
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satunya ialah uang. Uang sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia yang 

pada saat ini sudah banyak mengalami banyak perkembangan dan banyak 

perubahan. Uang yang awalnya hanya berbentuk logam dan kertas, kini uang 

berkembang dan banya berubah dari segi bentuknya. Ditemukan bentuk uang 

baru yakni uang elektonik (emoney). Bentuk dari uang elektronik ini sudah 

tidak berwujud uang logam maupun uang kertas lagi, melainkan uang 

elektronik ini memiliki bentuk wujud seperti kartu debit, smart card, dan e-

cash. Berkembangnya teknologi saat ini turut mempengaruhi perkembangan 

dunia ekonomi. Tidak hanya bentuk uang saja yang berubah, melainkan sistem 

transaksi yang juga berubah menjadi daring. Selain berubahnya bentuk uang 

logam dan uang kertas menjadi bentuk uang elektronik seperti kartu debit, 

smart card, dan e-cash, produk kemajuan teknologi saat ini ialah 

diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual sebagai inovasi alat tukar 

maupun investasi di era 4.0 ini.
20

 

Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum 

menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut ecash, pada tahun 

1995, ia mengimplementasikannya melalui Digicash, Mata uang kripto 

terdesentralisasi pertama yaitu bitcoin, diciptakan pada 2009 oleh 

pengembang Satoshi Nakamoto. ini menggunakan SHA-256, fungsi hash 

kriptografi, sebagai skema pembuktian kerjanya. Pada April 2011, Namecoin 

diciptakan sebagai upaya untuk membentuk DNS terdesentralisasi, yang akan 

membuat sensor internet sangat sulit. pada Oktober 2011, Litecoin dibebaskan 
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ini adalah mata uang kripto yang sukses pertama yang menggunakan scrypt 

sebagai fungsi hash SHA-256. Cryptocurrency terkenal lainnya, Peercoin 

adalah yang pertama menggunakan hybrid proof-of-work / proof-of-stake. 

mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang 

menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan 

menggunakan mata uang digital berlangsung secara peerto-peer, yaitu dari 

pengirim ke penerima. seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam 

sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency.  

Menurut Jan Lansky, cryptocurrency adalah sistem yang memenuhi 

enam syarat yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat. 

b. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.  

c. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika 

unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan 

asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.  

d. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif 

secara kriptografis.  

e. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit 

kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh 

entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.  
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f. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi 

yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling 

banyak salah satunya.
21

 

1) Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) 

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak memiliki 

wujud namun mempunyai nilai. Mata uang kripto ini bersifat 

desentralisasi yaitu mata uang kripto ini berjalan tanpa otoritas atau 

naungan pihak tertentu. Mata uang kripto ini berjalan diatas sistem 

algoritma blokchain dan hash sebagai basic dasarnya yang mampu 

menulis dan mendokumentasikan transaksi tanpa adanya pihak ketiga 

didalamnya.  Mata uang kripto ini dibentuk berdasarkan teknologi 

kriptografi yang tidak mudah untuk digandakan atau dipindahkan 

kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Produk cryptocurrency 

pertama kali rilis yaitu bitcoin, sistem uang elektronik yang 

menggunakan jaringan peer-to-peer untuk menjegah pengeluaran 

ganda. Peer-to-peer, menghubungkan ke pengguna, membiarkan 

mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server 

umum. 
22

 

Cryptocurrency merupakan uang virtual atau uang digital atau 

bisa disebut juga dengan uang elektronik yang berada di dalam dunia 

maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency 
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ini mempunyai banyak macam produk, antara lain produk dari 

cryptocurrency ini ialah Litecoin, Monero, Ether, Ripple Ethereun, 

Qtum, Dash, Zcash, dan yang paling terkenal yaitu Bitcoin. Keamanan 

bitcoin dilindungi oleh teknologi blokchain. Namun bitcoin tidak 

memiliki asset yang mendasari (underlayying asset) dan tidak ada 

lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, 

fluktuasi nilai yang sangat ekstrim, dan lebih didominasi oleh faktor 

publikasi opini sistem pemasaran.
23

 

Satoshi Nakamoto adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan aset kripto yang bernama Bitcoin pada tahun 2009. 

Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan yang bahkan 

sampai saat ini belum diketahui meskipun banyak spekulasi yang 

beredar tentang identitasnya. Sejak saat itu mata uang kripto tersebut 

telah menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Aset kripto 

adalah komoditi yang tidak berwujud akan tetapi aset kripto ini 

berbentuk aset digital. Aset ini menggunakan sistem kriptografi 

dengan jaringan secara peer-to-peer, dan dicatat dalam buku besar 

(blockchain) yang terdistribusi yang digunakan untuk mengatur 

penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan 

transaksi dari pihak lain. Secara sederhanya blockchain ini bisa 

dikatakan sebagai network yaitu jaringan antar block. Dengan adanya 
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blockchain semua data dapat dimasukan dalam buku besar tanpa 

memerlukan otoritas pusat.
24

 

Cryptocurrency menjadi relasi pertama yang menggunakan 

teknologi blokchain dengan berbagai potrnsi yang bukan hanya 

terbatas pada sistem pembayarannya saja. Blokchain ialah data blok 

yang saling terhubung yaitu menghubungkan pengguna tanpa melalui 

mediator jadi setiap pengguna masing-masing akan menyimpan blok 

data pengguna lainnya. Penggunaan sistem blokchain ini hanya akan 

menambah blok-blok baru disetiap transaksinya pada setiap perangkat 

pengguna dalam bentuk data enkripsi yang berbeda-beda. Blokchain 

adalah aplikasi terdesentralisasi yang diciptakan sehingga sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan, tidak hanya berpengaruh dalam 

bidang ekonomi saja melainkan berpengaruh pada bidang lainnya 

seperti bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang seni 

budaya dan sebagainya.
25

 

2) Jenis-Jenis Cryptocurrency 

Berkembangnya sistem digitalisasi di era modern saat ini 

berkembang begitu pesat sehingga menjadikan mata uang kripto ini 

sudah banyak diketahui oleh banyak orang. beberapa jenis mata uang 

kripto yang beredar hingga saat ini yaitu Bitcoin, Ethereum, Tether, 

Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, 
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Bitcoin sv 1 Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos , Tron, Cardano, 

Tezos, Stellar, Neo, Nem dan sejenisnya.
26

 

Di Indonesia saat ini penggunaan cryptocurrency sebagai mata 

uang dan alat pembayaran masih dilarang, namun jika cryptocurrency 

digunakan sebagai instrumen investasi telah disahkan melalui 

Peraruran Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa 

Berjangka. Dalam peraturan ini, BAPPEBTI menyebutkan 

perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan 

sejumlah hal. Dengan demikian, para pedagang Aset Kripto hanya 

dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh 

Kepala Bappebti. Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di 

Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.
27

 

Mata uang cryptocurrency sudah berkembang sejak tahun 1990-

an. Namun kepopulerannya hanya pada era sekarang ini. Berbagai 

jenis mata uang cryptocurrency telah dibuat diantaranya adalah : 

Ethereum, Litchoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer telah 

disebutkan adalah bitcoin.
28

 Beberpa dari jenis cryptocurrency yang 

banyak diketahui yaitu sebagai berikut: 
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a. Bitcoin 

Bitcoin ialah mata uang crypto yang pertama kali 

diciptakan dan paling populer keberadaannya untuk sekarang ini. 

Bitcoin pertama kali dikirimkan pada tahun 2009. Dengan 

menggunakan prinsip dengan sistem terdesentralisasi dari pihak 

ketiga. Meskipun tanpa pihak ketiga, keseluruhan transaksi bitcoin 

dapat tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan 

cryptocurrency.
29

 

b. Ethereum  

Berbeda dengan bitcoin yang merupakan uang virtual yang 

telah lama dikeluarkan. Bisa dibilang bahwa ethereum merupakan 

uang virtual yang baru. Pasalnya uang virtual jenis ini diluncurkan 

pada tahun 201396 . Cryptocurrency jenis ini merupakan token 

aset crypto yang serupa jenisnya dengan bitcoin. Hal ini 

disebabkan ethereum juga bisa digunakan untuk transaksi dengan 

jaringan peer-to-peer. Atau bisa di jual belikan dengan nilai 

spekulatif.
30

 

c. Litchoin 

Seseorang lulusan Massachussets Institute of Teknologi 

(MIT) yang sekarang menjadi teknisi Google, Chalie lee. 

Menciptakan Litecoin pada tahun 2011. Litecoin dan Bitcoin 
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dianggap sebagao pinang dibelah dua. Memiliki keserupaan namun 

tidak sama. Keserupaan diatara keduanya terletak pada konsesus 

yang digunakan yakni Proof of Work (POW). 

d. Ripple 

Sebenarnya mata uang crypto jenis ini. telah muncul 

sebelum adanya bitcoin dibuat. Tepatnya pada tahun 2004 dibuat 

oleh Ryan Fugger dengan tujuan menciptakan sistem moneter yang 

terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara efektif individu 

maupun kelompok untuk menciptakan responden sendiri. 

e. Monero  

Jenis cryptocurrency ini menawarkan privasi yang saat ini 

tidak tersedia ketika menggunakan bitcoin. Dan memastikan tidak 

ada yang tahu dari mana dana awal yang diterima. Maksudnya 

adalah, dalam monero ini tidak bisa dipastikan atau tidak dapat 

diketahui adanya jumlah transaksi pengguna lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan 

data pustaka berupa buku-buku, catatan maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu, sebagai sumber datanya. Penelitian kepustakaan (library 

reseaarch) merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca, 

menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek atau 

gejala yang dipermasalahkan.
1

 Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dilakukan 

dengan melakukan telaah pada sumber-sumber data yang ada di 

perpustakaan. Data yang digunakan meliputi data yang berkaitan dengan 

tema penelitian yang sedang dikaji. 

 

B. Sumber Data 

Dalam Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan 
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terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua 

jenis sumber data yang digunakan yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data atau informasi kepada peneliti. Sumber data primer yang 

digunakan oleh peneliti adalah Otoritas Lembaga Bahtsul Masail PWNU 

Yogyakarta 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk 

mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan 

yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui 

literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang 

digunakan adalah buku, jurnal, dan hal-hal yang menjadi relevensi dengan 

permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kepustakaan, yaitu proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam 

bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll), untuk dijadikan sumber 

referensi untuk penulisan selanjutnya. Oleh karena itu penulis menganalisi 

setiap data dari berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap topik pembahasan. 
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D. Teknik Analisa Data 

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpul data, 

maka dapat dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang 

diperlukan melalui kepustakaan. 

2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan 

penggunaannya. 

3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis 

menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil 

pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak 

dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan 

informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 

4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti 

dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

5. Penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir 

penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid 

yang sudah terkumpul bukan data rekayasa. 

 



 
 

 
 

BAB IV 

OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH 

NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM 

CRYPTOCURRENCY 

 

A. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul 

Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta 

1. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul 

Masail  

Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail 

Nahdlatul Ulama disingkat menjadi NU yang mempunyai arti 

kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh K.H. Hasyim 

Asy'ari dan berkolaborasi dengan ulama dan pengusaha di Jawa Timur 

pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten 

Surabaya. Sebelum pendirian NU, ada tiga gerakan yang menjadi dasar 

terbentuknya NU, yaitu gerakan Nahdlatuttujjar pada tahun 1918 yang 

berfokus pada ekonomi pedesaan, gerakan Taswirul Afkar pada tahun 

1922 yang berfokus pada keilmuan dan kebudayaan, serta gerakan 

Nahdatul Watan pada tahun 1924 yang berfokus pada pendidikan dan 

politik. Dari sinilah terbentuk tiga pilar penting dalam NU, yaitu wawasan 

ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya, serta wawasan 

kebangsaan.
1
 

                                                           
1
 Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, “Nahdlatul Ulama, Tokoh dan Kegiatannya 

dalam Dunia Pendidikan,” Nizam : Jurnal Islampedia Vol 2, No. 1 (2023): 23. 
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Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan erat dengan 

perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. 

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya 

mempertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini 

bersumber dari Al-qur’an, Sunnah, Ijma’(keputusan-keputusan para 

ulama’sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita 

alQur’an dan Hadits).
2
 

Pada era penjajahan  dan kemerdekaan Nahdlatul Ulama aktif dalam 

pergerakan nasional. KH Hasyim Asy’ari dan para kiai NU terlibat dalam 

Resolusi Jihad (1945) yang menjadi salah satu dasar moral bagi 

perjuangan melawan Belanda dan sekutu. Pada tahun 1952 Nahdlatul 

Ulama keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Pada 

pemilu 1955 Nahdlatul Ulama menjadi salah satu dari empat partai besar. 

Pada masa orde baru Nahdlatul Ulama kembali ke khittah pada tahun 1984 

yakni kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dan tidak aktif di 

politik praktis. Pada masa era reformasi Nahdlatul Ulama tetap aktif di 

bidang sosial, Pendidikan, dan budaya Islam. Beberapa tokoh Nahdlatul 

Ulama masuk politik secara individu yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur) yang menjadi presiden RI ke-4.
3
 

Nahdlatul Ulama kini menjadi organisasi Islam terbesar di 

Indonesia dengan keanggotaan mencapai lebih dari 95 juta pada tahun 

                                                           
2
 Fatkhul Mubin, “Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia,” , hlm 3. 

3
 Dea Hutapea Desman Sitohang, Siti Mawar Naibaho, “Organisasi Keagamaan Pada 

Masa Pergerakan Nasional: Nahdlatul Ulama (Nu) 1926-1945,” Jejak Pembelajaran: Jurnal 

Pengembangan Pendidikan Vol.8, No.5 (Mei 2024). 
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2021. Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan ulama tradisional yang 

mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal jamaah, yakni 

tokoh-tokoh seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan 

para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas . meskipun 

terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan 

seperti haul, peringatan wafatnya seorang kyai dan mantan santrinya 

hingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah tanah 

air. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, 

belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. 

Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam’iyyah, ia terlebih dulu ada 

dan berwujud jama’ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial 

keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.
4
 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU adalah forum kajian hukum 

Islam yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas dan 

menyelesaikan berbagai masalah keagamaan yang muncul di 

masyarakat. Sejarahnya, aktivitas Bahtsul Masail sudah dilakukan sejak 

Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, awalnya sebagai bagian dari 

komisi dalam Kongres NU (Muktamar). Kemudian, pada tahun 1989, 

muncul inisiatif untuk melembagakan Bahtsul Masail menjadi lembaga 

permanen, yang kemudian terwujud dengan pembentukan Lajnah Bahtsul 

Masail Diniyah oleh PBNU pada tahun 1990. Akhirnya, pada Muktamar 

                                                           
4
 Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, “Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya 

Dalam Dunia Pendidikan,” Nizam : Jurnal Islampedia Vol 2, No. 1 (2023): hlm 23. 
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2004, nama "Lajnah" diubah menjadi "Lembaga", sehingga menjadi 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU yang kita kenal sekarang.
5
 

Dengan demikian, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU hadir 

sebagai wadah untuk mengkaji dan memberikan solusi atas berbagai 

persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat, dengan tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip Islam dan tradisi keilmuan NU.
6
 

2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama 

a. Visi Nahdlatul Ulama 

1) Mewujudkan generasi yang berpegang teguh pada ajaran 

Ahlussunnah Wal Jamaah.  

2) Generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia.  

b. Misi Nahdlatul Ulama 

1) Membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa.  

2) Menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi.  

3) Mengembangkan pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran yang 

sesuai dengan ajaran Islam.  

4) Berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi 

masyarakat.  

5) Berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.  

6) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

                                                           
5
 Ahmad Munjin Nasih, “Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat 

Muslim Tradisional,” Al-Qānūn Vol.12, No. 1 (Juni 2009). 
6
 Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 

Ulama,” Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6, No. 1 (April 2021). 
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3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama  

Struktur Organisasi NU tingkat kepengurusan meliputi:
7
 

a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat. 

1) Mustasyar Pengurus Besar  

2) Pengurus Besar Harian Syuriyah  

3) Pengurus Besar Lengkap Syuriyah  

4) Pengurus Besar Harian Tanfidziyah  

5) Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah  

6) Pengurus Besar Pleno  

b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.  

1) Mustasyar Pengurus Wilayah  

2) Pengurus Wilayah Harian Syuriyah  

3) Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah  

4) Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah  

5) Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah  

6) Pengurus Wilayah Pleno  

c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten.  

1) Mustasyar Pengurus Cabang  

2) Pengurus Cabang Harian Syuriyah  

3) Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah  

4) Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah  

5) Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah  

                                                           
7
 Miftahul Ulum Dan Abd. Wahid Hs, “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul 

Ulama (Nu) Di Indonesia),” Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol.5, No.2 (September 

2019): hlm 57-60. 
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6) Pengurus Cabang Pleno  

d. MWCNU (Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat 

kecamatan.  

1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang  

2) Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah  

3) Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah  

4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah  

5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah  

6) Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno  

e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kelurahan. 

1) Pengurus Ranting Harian Syuriyah 

2) Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah  

3) Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah  

4) Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah  

5) Pengurus Ranting Pleno 

Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah 

Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2022-2027 sesuai SK 

PBNU nomor 05/A.II.04/03/2022 tertanggal 6 Syakban 1443 H / 10 Maret 

2022 M.
8
 

 

 

 

                                                           
8

 Fairuzul Mumtaz, “Jagad Budaya  Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta,” 

https://www.jagadbudaya.com, Jagad Budaya  Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Blog), 9 

Juni 2022, https://www.jagadbudaya.com. 
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Mustasyar KH. Drs. Ashari Abta,M.Pd.I 

Mustasyar KH. Dr. A. Malik Madani, MA 

Mustasyar KH. Dr. Mu’tashim Billah, M.Pd.I 

Mustasyar KH. R. Abdul Hamid bin Abdul Qodir 

Mustasyar KH. Yasin Nawawi 

Mustasyar KH. Khoirul Fuad 

Mustasyar KH. Ihsanuddin Muslim, Lc, M.Pd.I 

Mustasyar KH. Drs. Zainal Abidin, M.Pd.l 

Mustasyar KH. Ahmad Suadi Hasan Tholabi 

Mustasyar Prof. Dr. H. Susetiawan, S.U. 

Mustasyar Prof. Dr.. H. Purwo Santoso, M.A, Ph.D 

Mustasyar Prof. Dr. H. Sugiyono, M.Pd. 

Mustasyar Prof. lr. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. 

Mustasyar Prof. Dr. lr. Djagal Wiseso Marseno, 

M.Agr. 

Mustasyar Drs. H. Harsoyo, M.Si 

Mustasyar Drs. H. Masharun Ghozalie, MM 

Mustasyar Drs. H. Masharun Ghozalie, MM 

Rais Syuriyah KH. Drs. Mas’ud Masduki 

Wakil Rais Syuriyah KH. Dr. Muhammad Habib Syakur, 

M.Ag. 

Wakil Rais Syuriyah Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M. Ag 

Wakil Rais Syuriyah KH. Dr. M. Tamyiz Mukharrom, MA 

Wakil Rais Syuriyah KH. Dr. Phil. Sahiron, M.A. 

Wakil Rais Syuriyah KH. Drs. Ahmad Kharis Masduqi, MSI 

Wakil Rais Syuriyah KH. Drs. Sularno, M.A. 

Wakil Rais Syuriyah KH. Fairuzi Afiq Dalhar 

Wakil Rais Syuriyah Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum 

Katib Syuriyah    KH. Mukhtar Salim, M.Ag 

Wakil Katib Syuriyah KH. Edy Musoffa, M.SI 

Wakil Katib Syuriyah Dr. H. Fathorrahman Ghufron, M.SI 

Wakil Katib Syuriyah KH. Jazilus Sakho’, MA., Ph.D 

Wakil Katib Syuriyah H. Suhadi Cholil, MA., Ph.D 

Wakil Katib Syuriyah KH. Afif Muhammad Chasbullah, M.A 

Wakil Katib Syuriyah Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum 

Wakil Katib Syuriyah KH. Beny Susanto, S.Ag., MSI 

Wakil Katib Syuriyah Kyai Fajar Abdul Bashir, S.HI., M.SI 

A’wan Syuriyah KH. Drs. Henry Sutopo 

A’wan Syuriyah KH. Agus Masruri 

A’wan Syuriyah KH. Drs. Jalal Suyuthi, S.H. 

A’wan Syuriyah KH. Drs. Nurjamil Dimyati 

A’wan Syuriyah KH. Drs. Heri Kuswanto, M.SI 

A’wan Syuriyah Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag 

A’wan Syuriyah Kyai M. Jadul Maula, S.Ag 

A’wan Syuriyah KH. Ahmad Muwafiq, S.Ag 
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A’wan Syuriyah KH. Munir Syafa’at 

A’wan Syuriyah KH. Ahmad Sugeng Utomo, M.SI 

A’wan Syuriyah Dr. H. Abdul Ghofar, M.BA 

A’wan Syuriyah Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si 

A’wan Syuriyah Drs. H. Ahmad Luthfi, MA 

A’wan Syuriyah H. lswantoro, SH, M.Kes. 

A’wan Syuriyah H. Sukamto, SH 

A’wan Syuriyah Rimawan Pradiptyo, SE., M.Sc., Ph.D 

A’wan Syuriyah Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, CA 

A’wan Syuriyah Widyawan, ST., M.Sc., Ph.D 

A’wan Syuriyah H. Muhammad Kamaludin Purnomo, SH 

A’wan Syuriyah KH Solehudin Mansyur 

A’wan Syuriyah KH Damanhuri 

A’wan Syuriyah KH Bardan Usman 

A’wan Syuriyah KH Saifudin 

A’wan Syuriyah KH Syakir Ali 

Ketua Tanfidziyah Dr. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., 

M.Hum 

Wakil Ketua  Dr. H. Arif Rohman, MA 

Wakil Ketua  H. Fatihatul Huda 

Wakil Ketua  Ahmad Rafiq, MA., Ph.D 

Wakil Ketua  KH Chasan Abdullah 

Wakil Ketua  lr. H. M. Amin Fauzan MS 

Wakil Ketua  Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, 

M.PA 

Wakil Ketua  H. M. lkhsanudin, S.Ag., M.SI 

Wakil Ketua  Masyhuri, S.Sos 

Sekretaris  Dr. H. Muhajir, M.SI 

Wakil Sekretaris Dr. Fuad Mustafid, M.Ag 

Wakil Sekretaris Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M 

Wakil Sekretaris M. lrfan Chalimi, S.Pd.l 

Wakil Sekretaris KH. Zar’anuddin 

Wakil Sekretaris H. Labib Junaidi, S.Pd.l 

Wakil Sekretaris Muhammad Mustafid, S.Fil 

Wakil Sekretaris Abdullah Salam, SE., MM 

Wakil Sekretaris R. Yuan Syi’ro, SH 

Bendahara H. Soni Amir Solikhuddin, S.Ag 

Wakil Bendahara Drs. H. Suhadi Khozin 

Wakil Bendahara H. Muntholib, S.Ag, M.S.I 

Wakil Bendahara Mukhyidin, S.Kom 

Wakil Bendahara H. Yoni Arseto, ST., SE 

Wakil Bendahara Suhada, ST., MBA., IPM. 
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4. Program Nahdlatul Ulama 

Program Nahdlatul Ulama (NU) meliputi berbagai bidang, termasuk 

pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nahdlatul Ulama memiliki 

fokus pada penguatan persatuan umat, penyebaran ajaran Islam, serta 

pengembangan masyarakat melalui berbagai program.  

a. Bidang Pendidikan 

Nahdlatul Ulama mengelola berbagai lembaga pendidikan, 

mulai dari pesantren tempat Pendidikan klasik yang berbasis kitab 

kuning hingga madrasah, yang mengajarkan ilmu agama dan 

pengetahuan umum. Memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai keagamaan dan menyiapkan 

sumber daya manusia yang profesional. LP Ma'arif NU berperan dalam 

melaksanakan kebijakan pendidikan NU, sementara RMI (Rabitha 

Ma'ahid Al-Islamiyah) bertugas mengembangkan sistem pendidikan 

pesantren.
9
  

b. Bidang Sosial dan Keagamaan 

Nahdlatul Ulama aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan 

kerukunan antar umat beragama. Melalui program-program sosial 

seperti NU Care-LAZIZNU (Lembaga penghimpunan zakat, infak, dan 

sedekah. Nahdlatul Ulama berupaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial seperti NU Peduli 

bantuan kebencanaan dan tanggap darurat serta Kesehatan NU seperti 

                                                           
9
 Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, “Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya 

Dalam Dunia Pendidikan,” Nizam : Jurnal Islampedia Vol 2, No. 1 (2023): hlm 23. 
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klinik, rumah sakit NU, dan layanan pengobatan gratis, NU juga 

terlibat dalam penyelesaian konflik dan upaya rekonsiliasi. Nahdlatul 

ulama berkomitmen menyebarkan Islam yang moderat seperti Dakwah 

Aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah), Penguatan amaliah tradisional 

NU seperti tahlilan, yasinan, istighotsah dan Pelatihan Kader Ulama 

(PKU) dan penguatan lembaga dakwah.
10

 

c. Bidang Ekonomi 

NU mengembangkan wawasan ekonomi kerakyatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat seperti Koperasi NU dan 

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan Pelatihan UMKM dan wirausaha 

berbasis komunitas. Organisasi ini mendorong pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, terutama di kalangan pesantren.
11

 

d. Wawasan Kebangsaan 

Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga 

keutuhan NKRI melalui Kampanye moderasi beragama, Dialog 

antaragama dan budaya serta Perlawanan terhadap radikalisme dan 

intoleransi.
12
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 Habibah Indah Ratnasar, Muh. Nur Rochim Maksum, “Peran Nahdlatul Ulama Dalam 

Menjaga Ukhuwah Islamiyah Pada Bidang Sosial-Agama,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No. 

6 (Agustus 2024): hlm.15-24. 
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 Hajar, “Grand Design Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Lpnu) Jawa Timur 

Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Gerakan Nuconomic,” Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 

Vol.12, No. 1 (2025). 
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 Abdul Rahman Ahmadin, , Rifal, “Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan 

Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme,” Jurnal Artefak Vol.8, No. 2 

(September 2021). 
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B. Proses Pembahasan Serta Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta tentang Cryptocurrency 

1. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Bahtsul Masail dalam 

Menganalisis Masalah Cryptocurrency 

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

adalah forum resmi Nahdlatul Ulama yang membahas masalah keagamaan 

aktual, termasuk isu kontemporer seperti cryptocurrency. Dalam 

menganalisis masalah ini, Bahtsul Masail menggunakan pendekatan fiqih 

klasik dan kontemporer dengan metode ijtihad jama’i (kolektif). Berikut 

langkah-langkah sistematis yang dilakukan Bahtsul Masail NU dalam 

menganalisis isu cryptocurrency: 

a. Takhrij al-Mas’alah (Mengidentifikasi Masalah) 

Takhrij al-Mas’alah (Mengidentifikasi Masalah) adalah langkah 

awal dalam metode istinbath hukum Islam (penggalian hukum) yang 

dilakukan oleh forum Bahtsul Masail yang bertujuan untuk 

menetapkan serta memahami secara utuh objek permasalahan yang 

akan dibahas, baik secara konseptual, fakta lapangan, maupun 

terminologi syariah. Saat ini konteks yang dibahas ialah isu terkait 

cryptocurrency, maka yang perlu dikaji secara mendalam ialah seperti 

Apa itu cryptocurrency?, Bagaimana sistem kerjanya?, Apa fungsinya 
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di Masyarakat?, Apakah memiliki padanan dalam konsep fiqih 

klasik?.
13

 

b. Takhrij al-Hukm (Pengumpulan Dalil dan Pendapat Ulama) 

Takhrij al-Hukm (Melacak Dalil dan Pendapat Ulama) adalah 

proses menelusuri dalil-dalil syar'i, karena tidak ada dalil eksplisit 

mengenai cryptocurrency, maka digunakan dalil yang bersifat qiyas 

(analogi) dari masalah serupa seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat 

para ulama (fatwa) yang relevan dengan permasalahan yang sudah 

dikelompokkan pada tahap Takhrij al-Mas’alah, seperti mencari ayat-

ayat dan hadits yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah 

(transaksi ekonomi dalam Islam). Tujuannya adalah mencari landasan 

hukum (hujjah) yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum atas 

masalah tersebut.
14

 

c. Ta’lil al-Hukm (Analisis Illat atau Sebab Hukum) 

Ta’lil al-Hukm (Analisis Illat atau Sebab Hukum) adalah proses 

mengidentifikasi dan menganalisis ‘illat (alasan/sebab hukum) yang 

menjadi dasar mengapa suatu hukum ditetapkan dalam Islam. Dalam 

proses Bahtsul Masail NU, ini menjadi langkah penting sebelum 

sampai pada penetapan hukum final (istinbath al-hukm). Ta’lil al-

Hukm (Analisis Illat atau Sebab Hukum) bertujuan untuk Menemukan 
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karakter esensial dalam cryptocurrency yang menyebabkan ia 

dihukumi haram, halal, makruh, dll.
15

 

d. Musyawarah Jama’i (Diskusi Kolektif Ulama) 

Musyawarah Jama’i (Diskusi Kolektif Ulama) adalah proses 

diskusi kolektif yang dilakukan oleh para ulama-ulama, kiai, dan ahli 

dalam forum Bahtsul Masail NU, untuk merumuskan hukum suatu 

persoalan berdasarkan hasil kajian sebelumnya (Takhrij al-Mas’alah 

(Mengklasifikasi Masalah), Takhrij al-Hukm (Melacak Dalil dan 

Pendapat Ulama) dan Ta’lil al-Hukm (Analisis Illat atau Sebab 

Hukum)). Musyawarah Jama’i (Diskusi Kolektif Ulama) bertujuan 

untuk menghasilkan ijtihad jama’i (kolektif) yang berlandaskan dalil, 

logika fiqh, dan maslahat umat.
16

 

e. Istinbath Hukum (Penetapan Hukum) 

Istinbath Hukum (Penetapan Hukum) adalah tahap akhir dalam 

metodologi istinbath fiqih di forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

(NU), yaitu proses penetapan hukum terhadap suatu masalah 

berdasarkan seluruh analisis sebelumnya Takhrij al-Mas’alah 

(Mengklasifikasi Masalah), Takhrij al-Hukm (Melacak Dalil dan 

Pendapat Ulama), Ta’lil al-Hukm (Analisis Illat atau Sebab Hukum) 

dan Musyawarah Jama’i (Diskusi Kolektif Ulama). Istinbath Hukum 

(Penetapan Hukum) bertujuan untuk merumuskan keputusan hukum 
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syariat yang bersifat ijtihadi dan kontekstual. Istinbath hukum ini bisa 

berupa kebolehan, keharaman, atau kehati-hatian dalam bertransaksi 

dengan cryptocurrency, tergantung pada hasil analisis.
17

 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Yogyakarta menggunakan metode istinbāṭh hukum yaitu 

metode ilḥāqī. Dengan metode ini, Lembaga Bahtsul Masail PWNU 

Yogyakarta meng-qiyāskan secara langsung kepada alat tukar (al-

ṡaman) dan terbukti memenuhi syarat sahnya suatu barang sebagai alat 

tukar (alṡaman) atau komoditas (al-muṡman). Adapun syaratnya yaitu, 

mempunyai manfaat, dapat diserahterimakan serta dapat diakses jenis 

dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
18

  

Praktik cryptocurrency terdapat fluktuasi yang tinggi, maka 

diduga di dalamnya terdapat adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan 

qīmār (perjudian) dalam praktik cryptocurrency. Namun, Lembaga 

Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta menegaskan dalam putusannya 

bahwa perubahan (fluktuasi) harga adalah hal yang normal, karena hal 

tersebut juga mempengaruhi komoditas lain dan naik turunnya harga 

disebabkan oleh supply dan demand, sehingga hukum cryptocurrency 

disini diperbolehkan.  

Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta juga menggunakan 

istinbath hukum metode qaulī. Hal ini terlihat pada hasil Baḥts al-
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Masâil yang sering mencantumkan kutipan-kutipan ulama madzhab. 

Apabila dalam sebuah kasus hukum ditemukan 2 (dua) pendapat ulama 

madzhab yang berbeda dengannya, maka akan dipilih salah satu 

pendapat disebut dengan taqrir jama’iy. Pemilihan ini didasarkan pada 

dalil yang paling shahih dan pendapat yang paling maslahah bagi 

masyarakat.
19

 

2. Otoritas dan Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Bahtsul 

Masail PWNU Yogyakarta Mengenai Cryptocurrency 

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Yogyakarta adalah lembaga fiqih resmi keulamaan NU tingkat 

wilayah yang memiliki otoritas (kewenangan) untuk merumuskan, 

membahas dan menetapkan hukum-hukum islam atau keputusan fatwa 

terkait isu kontemporer. Dikelola oleh ulama, kiyai, dan akademisi NU di 

lingkungan Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang dijalankan berdasarkan 

tradisi Ijtihad Jama’i (ijtihad kolektif). Walaupun bersifat lokal, otoritas 

(kewenangan) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta menjadikan rujukan hukum wilayah 

Yogyakarta dan umumnya dihormati oleh warga Nahdlatul Ulama di sana. 

Otoritas tertinggi dalam menetapkan hukmul ḥakim atau keputusan 

mengikat di lingkungan NU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU), sesuai Peraturan Perkumpulan No. 7/2024 setelah Konbes 

Yogyakarta. Sebelum keputusan lokal dijadikan hukmul ḥakim, harus 
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melalui proses tashiḥ (verifikasi) dan takrir (persetujuan bersama) oleh 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga 

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I 

Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu isu (misalnya 

isu terkait cryptocurrency), kekuatan fatwa mereka akan semakin kuat jika 

disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat.
20

 

Hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta yang diadakan pada tanggal 21 

November 2021 bertempat di PPM Al-Hadi Yogyakarta, menyatakan 

bahwa dibolehkan penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau 

sil’ah, dengan alasan berikut:
21

 

a. Cryptocurrency sebagai sil’ah atau komoditi  

Ekonomi adalah bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat 

dinamis. Hukum Islam tidak menetapkan jenis alat tukar apa yang 

harus digunakan, sebaliknya mengikuti kebiasaan suatu komunitas 

(‘urf). Cryptocurrency ialah salah satu bentuk dari revolusi teknologi 

digital yang lebih luas. Penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar 

maupun komoditas adalah boleh dalam hukum Islam, karena 

memenuhi syarat sebagai alat tukar (al-ṡaman) dan komoditas (al-

muṡman), seperti mempunyai manfaat (muntafa’), dapat 
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diserahterimakan (maqdur ‘alā taslimiḥ), serta kedua belah pihak 

dapat mengakses jenis dan sifatnya (ma‘lūman lil ‘aqidayn). Beberapa 

jenis cryptocurrency yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah 

pengecualian.
22

 

b. Anggapan adanya unsur garar dalam cryptocurrency  

Gagasan bahwa penggunaan cryptocurrency mempunyai risiko 

dan bahaya karena adanya ketidakpastian dan perjudian (qīmār) tidak 

terbukti ada, menurut penjelasan para pelaku dan pakar blockchain. 

Fluktuasi harga diperbolehkan menurut hukum Islam karena mengikuti 

hukum pasar (supply and demand). Di dalam penggunaan 

cryptocurrency terdapat teknologi digital dengan keamanan tinggi 

yang dapat mencegah penipuan dan manipulasi seperti blockchain dan 

cryptography. Cryptocurrency bertahan hingga saat ini karena terbukti 

telah lama beroperasi.
23

 

c. Pembuatan aturan terkait cryptocurrency sebagai alat tukar maupun 

komoditas  

Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan yang mengatur 

tentang cryptocurrency sebagai alat tukar dan komoditas di Indonesia 

seiring dengan perkembangan cryptocurrency di seluruh dunia.
24
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C. Pandangan Hukum Islam terhadap Mata Uang dan Transaksi Keuangan 

1. Prinsip Dasar Hukum Islam Terkait Transaksi Keuangan (Halal dan 

Haram) 

Keuangan syari’ah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada 

syari’ah atau hukum Islam. Syari’ah sendiri mempunya arti yang berarti 

“jalan yang menuju sumber air”, yang dipenuhi dengan tujuan moral dan 

pelajaran tentang kebenaran didalamnya. Keuangan syari’ah memiliki satu 

persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan 

syari’ah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syari’ah. 

Prinsip dasar hukum Islam dalam transaksi keuangan didasarkan 

pada syariat Islam yang mengatur apa yang halal (diperbolehkan) dan 

haram (dilarang) dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). 

Tujuannya adalah menjaga keadilan, kejujuran, transparansi, dan 

kesejahteraan umat. Berikut prinsip utama dalam transaksi keuangan 

syari’ah harus diikuti secara ketat sebagai berikut:
25

 

a. Halal (diperbolehkan) 

1) Keyakinan pada Aturan Allah SWT 

Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di 

muka bumi untuk mematuhi akan perintah-Nya. Perintah yang 

harus dipatuhi ini tidak sebatas pada ibadah dan ritual keagamaan 

saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan yakni transaksi 

ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan pedoman dan 
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petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan 

sendiri untuk mencapai kebenaran.
26

 

2) Menghindari Bunga 

Tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau 

diminta untuk membayar bunga atas pinjaman itu sendiri. 

3) Menghindari Investasi Haram 

Uang harus diinvestasikan pada suatu usaha atau kegiatan 

ekonomi dengan tujuan yang baik  dan menghindari perusahaan 

yang memproduksi barang-barang haram.
27

 

4) Anjuran Berbagi Risiko 

Berbagi risiko secara sadar diterapkan serta dipraktikkan 

secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan 

lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan 

transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran 

dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan 

nasabah.
28

 

5) Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil 

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk 

syari’ah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian 
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riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit 

yang berlebihan.
29

 

b. Haram (dilarang) 

1) Larangan Riba (Bunga) 

Riba adalah tambahan. Menurut istilah, ash-Shabuni 

mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang diperoleh oleh orang 

yang memberi utang dari orang yang utang sebagai perimbangan 

dari masa meminjam. Sejalan dengan itu, Al-Jurjani 

mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau tambahan yang tidak 

seimbang pada salah satu pihak dalam akad. Dalam madzhab 

Syafi'i, riba didefinisikan oleh An-Nawawi dalam al-Majmū’ 

sebagai suatu transaksi yang melibatkan imbalan tetapi tidak ada 

kesepakatan yang jelas mengenai kesamaan takaran atau waktu 

yang digunakan., di mana kedua barang yang ditukarkan ditunda 

diserahkan atau salah satu dari kedua barang. Dilarang karena 

dianggap zalim dan merugikan pihak yang meminjam.
30

 

Dalil tentang riba disebutkan dalam ayat QS. AlBaqarah: 

275 yang menjelaskan tentang larangan riba dalam jual beli, karena 

di dalamnya mengandung kezaliman pada sesama. QS. Al-

Baqarah:275: 
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ييَ  واْ  يَأأۡ نُ نُ يَ   ٱلَّ ذِ بَ   ينُ  يََ َ بلَّ نُ نُ   ٱلَّ ذِي يَ نُ منُ  َ اَا  ذِ لَّ  يَ نُ انُ يَ  َ    ٱ مِّ   َ يأۡ   ٱللَّ
يَ  اَ مِّ   اذِ ٱذِ َ   ٱأۡ

هنُمأۡ  َ   واْ  بذِأَ لَّ اَا َ اٱنُ َٰٓ بَيأۡ نُ   ذِ لَّ واْ   اذِ أۡ نُ   ٱأۡ بَ   نُ  َ أحََ لَّ   ٱ مِّ بَيأۡ َ   ٱلَّ مَ   ٱأۡ  َ حَ لَّ
واْ   بَ   َ  سٞ  َ آََٰ ونۥُ َ اَي  ٱ مِّ عذِ بمِّ ذِۦ امِّي اَ أۡ ۥ َ   َ هَ     لَّ َٰٓ َ  َ َ  اَا َ  َ نُ ونۥُ   ذِٱَ  َ أاَأۡ نُ
ذِ    ذِ َ  عَااَ  َ اَيأۡ   ٱلَّ

َٰٓ ٱَ  نُ اْ انُ  َ أ حَ  ا ذِ   أنَأۡ مأۡ   ٱ لَّ  ٢٧٥  َ   ذِانُ يَ   ذِيهَا  نُ
 

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba 

tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri 

sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu 

terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama 

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah 

sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang 

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni 

neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-

Baqarah:275).
31

 

 

2) Larangan Gharar (Ketidakjelasan) 

Gharar (الغرر) dalam hukum Islam adalah istilah yang 

merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan, spekulasi, atau 

risiko berlebihan dalam suatu transaksi. Gharar dilarang dalam 

Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, atau 

kerugian sepihak di antara pihak-pihak yang bertransaksi. 

Seperti hadist Nabi SAW: 

َ  َ  أبَذِي عَياْ  َ ياْ ذِ  َ  نُ  نُ  َ هَ  َ ا َ   نُ نُ  نَ لَّ   لَّ  بَياْ ذِ  عَياْ  َ َ  لَّمَ  عَ يَاْ ذِ   لَّ
 وٱاَْ َ  ذِ  بَياْ ذِ  َ عَياْ  وٱاْحَنَا ذِ 

Artinya: “Abi Hurairah berkata: “Nabi melarang jual beli gharar 

(spekulasi).”
32
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3) Larangan Maisir (Judi atau Spekulasi) 

Maisir atau perjudian adalah permainan yang menjadikan 

salah satu pihak sebagai pihak penanggung beban pihak yang lain 

akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, 

baik dalam bentuk game of chance, game of skill maupun natural 

events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yaitu 

menempatkan salah satu atau beberapa pemain sebagai 

penanggung beban pemain yang lain. Sebagaimana firman Allah 

dalam (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 90) : 

هَا ايَُّ َٰٓ يَ  ي  ياْ و وٱلَّ ذِ اَ نُ آَْٰ اَا و  نَاانُ  َ وٱاْاَياْ ذِ نُ  وٱاَْ ااْ نُ  وذِ لَّ َ اْ َ منُ  َ و اْ َ اْ ياْ   ذِ اْ سٌ  َ و اْ  امِّ
يذِ  عَاَ ذِ 

ياْ   ونُ  وٱللَّ َ  ذِبنُ اْ ماْ  َ ا اْ يَ  ٱََ  لَّ نُ  ٩٠  نُناْ ذِحنُ اْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 

mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan 

keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. 

Al-Ma’idah [5]: 90)”.
33

 

 

Selain firman Allah di atas, terdapat pula hadits Abu 

Hurairah radhiyallahu’anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi 

shollallahu’alaihi wa’ala alihi wa sallam bersada : “Siapa yang 

berkata kapada temannya : “Kemarilah saya berqimar 

denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-

Muslim).
34
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2. Hukum Mengenai Penggunaan Mata Uang dalam Fiqih 

Dalam fiqih istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau tsaman. 

Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan 

pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi 

perekonomian. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam 

melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus 

tembaga disebut dengan istilah Nuqud. Nuqud adalah segala sesuatu yang 

diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang 

boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nuqud adalah sesuatu yang 

dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau 

kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh 

lembaga keuangan pemegang otoritas. Nuqud adalah satuan standar harga 

barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat 

pembayaran.
35

 

Pada awalnya, manusia belum mengenal uang, tetapi melakukan 

pertukaran antar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang 

tidak dapat dipenuhi atau dihasilkan sendiri, yaitu dengan sistem barter. 

Pada perkembangan berikutnya manusia ternyata telah menuntut adanya 

alat atau media tukar yang mampu menjadi jembatan bagi perdagangan 

atau kegiatan ekonomi dan merupakan pula alat pengukur nilai yang dapat 

diterima oleh semua individu atau kelompok yang terlibat. Uang telah 

disepakati masyarakat sebagai harga bagi barang dan jasa. Uang tersebut 
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bisa berupa logam maupun non logam, karena yang penting adalah uang 

itu harus mampu menstandarisasi seluruh barang dan jasa.
36

 

Dalam fiqih penggunaan mata uang memiliki hukum dan prinsip 

tertentu yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi, larangan riba, 

gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/gambling). Secara umum, 

penggunaan mata uang (baik berupa dinar, dirham, uang kertas, atau 

bentuk digital) dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur 

yang diharamkan seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan. 

Tidak bolehnya ada riba pada transaksi mata uang, baik sejenis 

maupun berbeda jenis, tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu 

tambahan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Riba dalam hal ini bisa 

berupa penambahan nilai dalam pertukaran mata uang yang tidak sepadan 

atau penundaan pembayaran yang mengandung unsur bunga.
37

  

Transaksi harus kontan, sebagian ulama berpendapat bahwa 

transaksi pertukaran mata uang (al-Sharf) harus dilakukan secara tunai 

atau kontan, yaitu serah terima mata uang dilakukan pada saat 

transaksi. Transaksi harus jelas dan adil, transaksi mata uang harus 

dilakukan dengan jelas dan adil, serta tidak boleh ada unsur penipuan atau 

ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.
38
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Penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency sebagai mata 

uang masih menjadi perdebatan dalam Islam. Beberapa ulama dan 

Lembaga seperti MUI dan Bahtsul masail NU. Ada yang berpendapat 

bahwa cryptocurrency haram karena mengandung unsur gharar 

(ketidakpastian) dan dharar (kerugian). Namun, ada juga yang 

berpendapat bahwa cryptocurrency tertentu yang memiliki underlying 

asset (aset dasar) yang jelas dan memenuhi syarat syariah, boleh 

diperjualbelikan, namun perlu diperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam 

penggunaannya.
39

 

3. Hukum Riba, Gharar, dan Maysir dalam Hukum Ekonomi Islam 

Manusia dengan takdirnya sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan kebutuhan Ekonomi dari pihak lain untuk menjalani 

kehidupnya. Tetapi  manusia sebagai pemeluk agama islam yang 

menyandarkan semua aktifitas pada kehidupan sehari-hari yang sudah di 

tetapkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang sumber utamanya 

hukum Islam yakni, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu 

sepantasnya bagi masyarakat muslim khususnya di Indonesia dan seluruh 

dunia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam bertransaksi harus 

menghindari yang terindikasi mengandung Riba, Gharar, dan Maysir. Dari 

hal itu, perlu kita menelaah lebih mendalam lagi tentang keharaman Riba, 

Gharar dan Maysir dalam transaksi Ekonomi Islam. Sedangkan hasil dari 
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menelaah ditemukan bahwasanya Riba, Gharar dan Maysir merupakan 

sesuatu yang tidak di perbolehkan di dalam syari'at Islam.
40

 

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, 

dan ketinggian. Sedangkan menurut syara’, riba berarti akad untuk satu 

ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat 

ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah 

satunya. Hukum Riba adalah haram, berdasarkan dalil dari al-Qur’an dan 

Hadis. Adapun jenis-jenisnya beragam, yaitu Riba Fadl, Nasiah, Yadd, 

Qardh dan Jahiliyyah. Dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk 

menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan 

mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam 

mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, 

serta keseimbangan dalam masyarakat. 

Gharar dalam konteks transaksi ekonomi dan hukum Islam, 

merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang signifikan sehingga dapat 

mempengaruhi keabsahan transaksi. Dalam syari’at Islam, jual-beli gharar 

merupakan jual beli yang terlarang, hal ini berdasarkan hadis Nabi 

mengenai larangan jual-beli al-hashah dan jual beli gharar. Gharar adalah 

ketidakpastian atau transaksi yang berisiko besar. Jual beli gharar adalah 

segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, 

penipuan, atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Islam 

mengajarkan umat Muslim untuk menjaga integritas dalam transaksi 
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ekonomi, memastikan setiap perolehan harta dilakukan secara sah dan adil 

serta melarang tindakan yang merusak diri sendiri. Adapun jenis-jenis 

gharar beragam. Sedangkan berdasarkan sifatnya Jual beli gharar, ada tiga, 

yaitu berdasarkan kuantitasnya banyak, sedang, dan sedikit. 

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan 

yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir (perjudian) 

terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur’an, as-Sunnah dan 

Ijma’. Maysir merujuk pada segala bentuk permainan yang mengandung 

unsur taruhan di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan atas 

kerugian pihak yang kalah, yang sering kali tanpa usaha nyata. Maysir 

merupakan perbuatan setan, sehingga harus dijauhi oleh umat Islam karena 

dapat menjerumuskan ke dalam keburukan dan kerugian baik di dunia 

maupun di akhirat.
41
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul 

Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang 

Hukum Cryptocurrency menjadikannya sebagai rujukan hukum untuk wilayah 

Yogyakarta saja dan umumnya dihormati oleh warga Nahdiyin di sana. 

Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Yogyakarta dijadikannya hukmul ḥakim, maka harus melalui proses tashiḥ 

(verifikasi) dan takrir (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi 

hukum tentang suatu isu terkait cryptocurrency, kekuatan keputusan mereka 

akan semakin kuat jika disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang 

mengikat. Dari pernyataan ini Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum 

Cryptocurrency bisa dijadikannya rujukan hukum oleh warga Nahdiyin di 

wilayah Yogyakarta apabila sudah di setujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) secara keseuruhan.  

B. Saran 

Penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency sebagai mata uang 

masih menjadi perdebatan dalam Islam. Beberapa ulama dan Lembaga seperti 
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MUI dan Bahtsul masail PWNU. Ada yang berpendapat bahwa 

cryptocurrency haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan 

dharar (kerugian). Namun, ada juga yang berpendapat bahwa cryptocurrency 

tertentu yang memiliki underlying asset (aset dasar) yang jelas dan memenuhi 

syarat syariah, boleh diperjualbelikan. Namun LBM-PWNU Yogyakarta 

mempunyai prinsip dasar sendiri dalam menetapkan suatu putusan, akan tetapi 

sudah seharusnya LBM-PWNU Yogyakarta ini mempertimbangkan berbagai 

hal sehingga dapat ditarik titik tengah yang menghasikan suatu putusan yang 

tidak membingungkan Masyarakat. Terlebih LBM-PWNU Yogyakarta ini 

dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena keputusan LBM-PWNU 

Yogyakarta ditujukan untuk menjadi pijakan umat islam khususnya nahdiyin, 

yaitu dengan memperhatikan dan menimbang banyak hal dengan matang 

dalam membuat keputusan, supaya tidak membuat umat islam gelisah dan 

bingung terkait putusan yang telah diputuskan. 
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